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	Permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia masih menjadi isu serius yang berdampak luas terhadap keberlanjutan ekosistem dan kehidupan manusia. Kondisi tersebut menuntut adanya penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep tindak pidana lingkungan hidup, jenis-jenis tindak pidana lingkungan hidup, peran aparat penegak hukum, serta penerapan sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan. Tahapan penelitian meliputi identifikasi masalah, pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum, analisis yuridis, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana lingkungan hidup dikualifikasikan sebagai kejahatan yang mencakup delik materil dan delik formil, dengan berbagai bentuk perbuatan seperti pencemaran lingkungan, perusakan lingkungan, pengelolaan limbah B3 tanpa izin, pelanggaran perizinan lingkungan, kejahatan terhadap keanekaragaman hayati, dan pertambangan tanpa izin. Penegakan hukum melibatkan peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian, dan Kejaksaan, serta didukung oleh penerapan sanksi pidana, administratif, dan perdata. Namun, dalam praktiknya penegakan hukum masih menghadapi kendala, terutama dalam pembuktian dan efektivitas sanksi yang belum sepenuhnya memberikan efek jera. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum lingkungan serta menjadi bahan pertimbangan bagi penguatan penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.


I. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan unsur fundamental dalam menunjang keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya (Takdir Rahmadi, 2011). Namun, seiring dengan meningkatnya aktivitas pembangunan di berbagai sektor, seperti industri, pertambangan, kehutanan, dan infrastruktur, berbagai permasalahan lingkungan hidup semakin sering terjadi. Pencemaran air, udara, dan tanah serta perusakan ekosistem merupakan bentuk degradasi lingkungan yang berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat, keseimbangan ekologi, dan keberlanjutan pembangunan nasional (Syahrul Arifin, 2012).

Permasalahan lingkungan hidup tidak lagi bersifat lokal, melainkan telah berkembang menjadi isu nasional bahkan global. Kerusakan lingkungan yang terjadi di suatu wilayah dapat menimbulkan dampak lintas daerah dan lintas generasi (Takdir Rahmadi, 2011). Di Indonesia, masih banyak ditemukan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh individu maupun korporasi, baik melalui pembuangan limbah tanpa izin, pembukaan lahan secara ilegal, pembakaran hutan, maupun kegiatan pertambangan tanpa memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan (Hamid, 2016). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan hukum lingkungan masih menghadapi berbagai tantangan.

Sebagai upaya memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup, negara telah menetapkan berbagai regulasi, salah satunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini menegaskan bahwa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana, administratif, maupun perdata. Penempatan tindak pidana lingkungan hidup sebagai kejahatan mencerminkan keseriusan negara dalam menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi kepentingan masyarakat dan generasi mendatang (Renggong 2018).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup melibatkan peran penting berbagai aparat penegak hukum, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia. KLHK berperan dalam pengawasan dan penyidikan melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Kepolisian menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan pidana, sedangkan Kejaksaan berwenang dalam proses penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Sinergi antar lembaga tersebut menjadi faktor penting dalam mewujudkan penegakan hukum lingkungan yang efektif dan berkeadilan (Anantama, 2020).

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai tindak pidana lingkungan hidup menjadi penting untuk memahami konsep, jenis, serta mekanisme penegakan hukumnya. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji tindak pidana lingkungan hidup dalam perspektif hukum pidana khusus, dengan menelaah peran KLHK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam proses penegakan hukum serta bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku. Melalui kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran akademik dalam rangka penguatan penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia (Putri, 2019).
II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian norma hukum, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana lingkungan hidup (Moeljatno, 1998). Kajian ini menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, beserta peraturan terkait lainnya yang mengatur kewenangan dan peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum lingkungan hidup.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian tidak menggunakan pengumpulan data lapangan secara empiris, melainkan berfokus pada pengkajian bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian (Putri, 2019). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep tindak pidana lingkungan hidup, jenis-jenis tindak pidana lingkungan hidup, serta mekanisme penegakan hukum dan penerapan sanksi terhadap pelaku.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Fauzan & Siagian, 2017). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana lingkungan hidup, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta ketentuan hukum lain yang mengatur kewenangan KLHK dan Kejaksaan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum pidana dan hukum lingkungan, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta artikel akademik yang membahas penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum.

Tahapan penelitian dilakukan secara sistematis dan bertahap ((Moeljatno, 1998). Tahap pertama adalah identifikasi masalah, yaitu mengkaji fenomena pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang masih sering terjadi serta lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Tahap kedua adalah pengumpulan bahan hukum, yang dilakukan melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap ketiga adalah klasifikasi dan inventarisasi bahan hukum, yakni mengelompokkan bahan hukum berdasarkan tema pembahasan, seperti pengertian tindak pidana lingkungan hidup, jenis-jenis tindak pidana lingkungan hidup, peran aparat penegak hukum, dan sanksi hukum. Tahap keempat adalah analisis bahan hukum, yang dilakukan melalui penafsiran hukum dan penalaran yuridis dengan pendekatan kualitatif. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.

Secara alur, tahapan penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: identifikasi masalah, pengumpulan bahan hukum, klasifikasi bahan hukum, analisis yuridis, dan penarikan kesimpulan. Alur ini menunjukkan bahwa penelitian dilakukan secara terstruktur dan saling berkaitan untuk menghasilkan pembahasan yang komprehensif dan sistematis.

Objek kajian dalam penelitian ini adalah tindak pidana lingkungan hidup beserta mekanisme penegakan hukumnya di Indonesia. Karakteristik objek kajian bersifat normatif, yaitu berupa norma hukum yang mengatur larangan, kewajiban, serta sanksi terhadap perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, serta kewenangan lembaga penegak hukum dalam menangani tindak pidana tersebut. Penelitian ini tidak menggunakan sampel atau populasi dalam pengertian statistik, melainkan mengkaji sistem hukum dan ketentuan normatif sebagai satu kesatuan. Lokasi penelitian bersifat non-lapangan atau studi kepustakaan, sehingga penelitian dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber literatur hukum. Bahan hukum diperoleh dari perpustakaan perguruan tinggi, jurnal ilmiah nasional, serta sumber resmi peraturan perundang-undangan. Meskipun tidak terikat pada lokasi geografis tertentu, penelitian ini berfokus pada sistem hukum Indonesia sebagai konteks utama pembahasan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara mengkaji, membandingkan, dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan secara deduktif, dimulai dari ketentuan hukum yang bersifat umum untuk kemudian ditarik pada pembahasan yang lebih spesifik mengenai tindak pidana lingkungan hidup, peran KLHK, Kepolisian, dan Kejaksaan, serta penerapan sanksi hukum. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis agar mudah dipahami dan memberikan gambaran yang jelas mengenai penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini diperoleh melalui analisis yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia (Renggong, 2018). Fokus utama hasil penelitian meliputi konsep tindak pidana lingkungan hidup, jenis-jenis tindak pidana lingkungan hidup, peran aparat penegak hukum, serta bentuk sanksi hukum yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tindak pidana lingkungan hidup merupakan perbuatan melanggar hukum yang secara tegas dikualifikasikan sebagai kejahatan. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur secara komprehensif dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120, yang mencakup perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan ancaman pidana penjara dan denda yang cukup berat. Undang-undang ini menganut konsep delik materil dan delik formil, di mana suatu perbuatan dapat dipidana baik karena telah menimbulkan akibat tertentu maupun karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (Moeljatno, 1998)..

Berdasarkan hasil penelitian, jenis-jenis tindak pidana lingkungan hidup dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama, yaitu pencemaran lingkungan, perusakan lingkungan, pengelolaan limbah B3 tanpa izin, pelanggaran perizinan lingkungan, kejahatan terhadap keanekaragaman hayati, serta pertambangan tanpa izin. Setiap jenis tindak pidana tersebut memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda, namun secara umum sama-sama menimbulkan kerugian terhadap lingkungan hidup dan masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup melibatkan peran strategis tiga institusi utama, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia. KLHK berperan dalam pengawasan dan penyidikan melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, sedangkan Kejaksaan berperan dalam proses penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem sanksi dalam tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas sanksi pidana, sanksi administratif, dan sanksi perdata. Sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sedangkan sanksi administratif dan perdata berfungsi sebagai upaya preventif dan pemulihan lingkungan hidup. Namun demikian, penerapan sanksi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek pembuktian dan penegakan hukum.
B. Pembahasan

Pembahasan terhadap hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Penempatan tindak pidana lingkungan hidup sebagai kejahatan mencerminkan adanya pengakuan bahwa kerusakan lingkungan bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan perbuatan yang berdampak luas terhadap kepentingan publik dan keberlanjutan generasi mendatang ((Rahmadi, 2011).

Konsep tindak pidana lingkungan hidup yang menganut delik materil dan delik formil memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum. Delik materil memungkinkan pemidanaan apabila telah terjadi akibat berupa pencemaran atau kerusakan lingkungan, sedangkan delik formil memungkinkan penindakan terhadap pelaku meskipun akibat belum terjadi, sepanjang perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum. Namun, dalam praktiknya, pembuktian delik materil sering kali menghadapi kesulitan, terutama dalam membuktikan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan dampak lingkungan yang ditimbulkan (Moeljatno, 1998).

Jenis-jenis tindak pidana lingkungan hidup yang diidentifikasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan lingkungan memiliki dimensi yang luas dan kompleks. Tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan umumnya berkaitan dengan kegiatan industri dan pertambangan, sedangkan tindak pidana limbah B3 dan pelanggaran perizinan lingkungan menunjukkan lemahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan. Kejahatan terhadap keanekaragaman hayati dan pertambangan tanpa izin juga mencerminkan masih rendahnya kesadaran hukum dan lingkungan di kalangan masyarakat dan pelaku usaha.

Peran KLHK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penegakan hukum lingkungan hidup secara normatif telah diatur dengan jelas. Namun, hasil pembahasan menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga masih perlu diperkuat agar proses penegakan hukum berjalan efektif. KLHK memiliki kewenangan penting dalam pengawasan dan penyidikan administratif, tetapi sering kali keterbatasan sumber daya menjadi kendala. Kepolisian dan Kejaksaan diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan komitmen dalam menangani perkara lingkungan hidup, khususnya yang melibatkan korporasi besar (Anantama et al., 2020).

Pembahasan mengenai sanksi hukum menunjukkan bahwa ancaman pidana yang berat belum sepenuhnya memberikan efek jera. Putusan pengadilan dalam perkara lingkungan hidup sering kali menjatuhkan sanksi yang relatif ringan dibandingkan dengan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih cenderung bersifat reaktif dan belum optimal dalam mencegah terjadinya kejahatan lingkungan.

Dengan demikian, hasil dan pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun kerangka hukum tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia telah cukup lengkap, tantangan utama terletak pada aspek implementasi dan penegakan hukum. Penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta konsistensi dalam penerapan sanksi menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana lingkungan hidup merupakan kejahatan yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengaturan tersebut mencakup konsep tindak pidana, jenis-jenis perbuatan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan lingkungan, peran aparat penegak hukum, serta penerapan sanksi pidana, administratif, dan perdata. Penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka hukum tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia telah dirumuskan secara cukup komprehensif, namun dalam praktiknya penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam pembuktian, koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta penerapan sanksi yang belum sepenuhnya memberikan efek jera. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup tidak hanya bergantung pada ketentuan normatif, tetapi juga pada konsistensi dan komitmen aparat penegak hukum dalam implementasinya.
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia terus diperkuat melalui peningkatan koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian, dan Kejaksaan. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, khususnya dalam pembuktian perkara lingkungan hidup. Pemerintah juga diharapkan dapat mendorong penerapan sanksi yang proporsional dan konsisten agar mampu memberikan efek jera serta mencegah terulangnya kejahatan lingkungan. Secara akademik, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji aspek empiris penegakan hukum lingkungan hidup guna melengkapi kajian normatif dan memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan ilmu hukum lingkungan.
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